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Abstrak 

 

SDGs dalam goals ke 14 menyebutkan tentang pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan 

sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu 

permasalahan penuntasan penggunaan alat tangkap dilarang menjadi salah satu program prioritas 

dalam Program Kebijakan Ekonomi Biru oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pukat hela 

adalah jenis mini trawl yang dilarang dioperasikan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan 

karena sifatnya destruktif namun masyarakat nelayan skala kecil khususnya masih terus 

mengunakannya. Untuk menangani persoalan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2023. Fokus penelitian ini adalah menjawab faktor-faktor 

yang mempengaruhi implementasi Permen KP tersebut di lokasi Tambak Lorok Kota Semarang 

dan strategi apa yang direkomendasikan untuk mengatasi hambatan dalam implementai 

kebijakannya melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi, telaah dokumen dan dokumentasi, Analisi data dengan kondensasi, 

penyajian, dan penarikan kesimpulan. Sebagai pengukur keberhasilan implementasi digunakan 

model implementasi Richard E.Mathland. Temuan penelitian adalah belum optimalnya 

implementasi karena hambatan pada faktor substansi kebijakan, partisipasi kelompok sasaran dan 

sumber daya. Strategi yang disarankan adalah: 1) Edukasi /penyadartahuan/sosialisasi dan 

pendampingan pada Nelayan Kecil melalui Forum KUB Nelayan Kota Semarang; 2) Pemberian 

bantuan bahan-bahan pokok dan beasiswa sekolah untuk keluarga nelayan yang terdampak; 3) 

Penggalian bakat inovasi dari nelayan yang kreatif dalam membuat dan merancang alat tangkap 

modifikasi; 4) Memperketat pengawasan di laut; 5) Menjadikan program pemberian bantuan alat 

tangkap untuk nelayan sebagai program prioritas utama; 6) Pemberian bantuan uang tunai untuk 

membeli kebutuhan modifikasi alat tangkap; 7) Segera melaksanakan sosialisasi Permen KP 

Nomor 36/2023 untuk Nelayan di Tambak Lorok; 8) Menjadikan kegiatan sosialisasi dan 

pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan untuk Nelayan Kecil sebagai kegiatan unggulan 

dan prioritas; 9) Penambahan personil; 10) Peningkatan kompetensi personil; 11) Membangun 

komunikasi dan sinergi yang lebih intens.  

 

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pelarangan alat tangkap, Permen KP Nomor 36/PERMEN-

KP/2023 
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Abstract 

 

. 

The SDGs in the 14th goal mention the preservation and sustainable use of marine and ocean 

resources for sustainable development. Therefore, the problem of solving the use of prohibited 

fishing gear is one of the priority programs in the Blue Economy Policy Program by the Ministry 

of Maritime Affairs and Fisheries. Trawl hela is a type of mini trawl that is prohibited from being 

operated in all Fisheries Management Areas because of its destructive nature, but small-scale 

fishing communities, in particular, continue to use it. To deal with this problem, Regulation of the 

Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 36/PERMEN-KP/2023 has been stipulated. 

The focus of this research is to answer the factors that affect the implementation of the Ministerial 

Regulation in the location of Tambak Lorok, Semarang City and what strategies are recommended 

to overcome obstacles in the implementation of the policy through a qualitative approach with 

case studies. Data collection is in the form of interviews, observations, document review and 

documentation, data analysis with condensation, presentation, and conclusion drawn. As a 

measure of implementation success, Richard E. Mathland's implementation model is used. The 

findings of the study are that the implementation has not been optimal due to obstacles in the 

substance of the policy, the participation of target groups and resources. The suggested strategies 

are: 1) Education/awareness/socialization and assistance to Small Fishermen through the 

Semarang City Fishermen KUB Forum; 2) Providing assistance with basic materials and school 

scholarships for affected fishing families; 3) Exploring innovation talents from fishermen who are 

creative in making and designing modified fishing gear; 4) Tightening surveillance at sea; 5) 

Making the program of providing fishing gear assistance for fishermen a top priority program; 6) 

Providing cash assistance to purchase fishing gear modification needs; 7) Immediately carry out 

the socialization of the Ministerial Regulation No. 36/2023 for Fishermen in Tambak Lorok; 8) 

Making socialization activities and providing environmentally friendly fishing gear assistance for 

Small Fishermen as a superior and priority activity; 9) Addition of personnel; 10) Improving 

personnel competence; 11) Build more intense communication and synergy. 

 

Keywords :  policy implementation, prohibition of fishing gear, Ministerial Regulation Number 

36/PERMEN-KP/2023 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 Latar Belakang  A.

         

Sustainable Development Goals (SDGs) atau merupakan kesepakatan 

pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) dan 

kesetaraan Di Indonesia SDGs disebut dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh 

Kementerian PPN/Bappenas yaitu “komitmen bersama untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. Terdapat 

tiga prinsip utama di dalam SDGs yaitu universal, integrasi, dan inklusif, hal 

ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one 

left behind. SDGs yang mengandung 17 tujuan dan 169 target dimana setiap 

tujuan memiliki makna dan target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 

2030 tersebut menempatkan pembangunan sektor keluatan dan perikanan 

pada prioritas tujuan ke 14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara 

berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan 

berkelanjutan” (bappenas.go.id, 2024). 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem lautan pada tahun 

2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target 

tersebut terdiri dari “tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut 

berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) 

dan pemberantasan IUU fisihing, peningkatan kawasan konservasi perairan 

dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan 

kecil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut 

dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh 

pemerintah maupun organisasi nonpemerintah” (bappenas.go.id, 2024). 

Di dalam SDGs Pengelolaan penangkapan ikan tecantum pada targert ke-4 

yang menyebutkan bahwa “Pada tahun 2020, secara efektif mengatur 

pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, 
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penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta 

melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk 

memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat 

yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil 

maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya” 

(bappenas.go.id, 2024). 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada 5 Kebijakan Ekonomi 

Biru yang menjadi agenda prioritas Kementerian Kelautam dan Perikanan 

yaitu: Memperkuat kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur 

berbasis kuota; Pembangunan budidaya laut pesisir dan darat berkelanjutan; 

Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 

Pembersihan sampah plastic di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau 

Bulan Cinta Laut. Pada program kebijakan Penangkapan ikan terukur 

berbasis kuota mencakup pengawasan penangkapan ikan, pengaturan musim 

penangkapan, pembentukan kawasan konservasi, dan pemulihan ekosistem 

yang rusak berdasarkan kuota penangkapan ikan, pada 6 zona yang telah 

ditentukan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan 

lingkungannya serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi 

nasional” (kkp.go.id, 2024). Menteri Kelautan dan Perikanan pada Sidang 

COFI tahun 2023 menyampaikan bahwa “implementasi program-program 

ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan 

berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan global. Indonesia sebagai 

negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang 

berlimpah dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk memenuhi 

protein dunia” (kkp.go.id, 2024). 

Permasalahan kelautan dan perikanan bukan hanya menyangkut investasi, 

produktivitas maupun promosi, karena dimensinya bukan hanya sekedar 

ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik, sehingga diperlukan regulasi 

kebijakan pengelolaan sumberdaya yang memungkinkan semua dimensi itu 
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tersentuh agar keseimbangan ekologis dan keadilan sosial ekonomi dapat 

tercapai. Oleh karena itu, keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan 

merupakan suatu hal yang mutlak untuk mendapatkan dukungan yang kuat 

terhadap law enforcement setiap kebijakan pengelolaan. Hal pertama yang 

harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini adalah penataan kembali 

sistem perikanan nasional dengan tindakan pengelolaan sumberdaya ikan 

secara rasional (pembatasan hasil tangkapan, dan upaya tangkapan) 

(Sumanto, 2016). 

Indonesi merupakan Negara yang memiliki kekayaan laut yang cukup 

besar, salah satu yang menjadi komoditas unggulan adalah Udang Penaeid 

yang tersebar di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia (WPP NRI) salah satunya di WPP NRI 712 yang meliputi wilayah 

Pantai Utara Jawa. Diketahui Potensi Sumber Daya Udang Penaeid yang 

dimiliki WPP 712 adalah sebesar 83,820 Ton dengan Jumlah Tangkapan yang 

diperbolehkan sebesar 58,674 Ton sedangkan tingkat pemanfaatan hanya 

sebesar 0.80 Ton” (statistik.kkp.go.id, 2024). Dalam operasi penangkapannya 

Nelayan Kecil menggunakan Perahu Motor <5 GT dan juga Perahu Motor 

Tempel. Adapun Jumlah Perahu Motor <5 GT di Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2022 sebanyak 15.743 Unit. Sementara itu Jumlah Perahu Motor 

Tempel di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak ada sebanyak 

38.492 unit (statistik.kkp.go.id, 2024). 

Pantai Tambak Lorok yang terletak di Kota Semarang Propinsi Jawa 

Tengah merupakan salah satu tempat dalam cakupan WPP NRI 712 dengan 

potensi perikanan yang cukup besar. Adapun Volume Produksi Perikanan 

Tangkap Laut di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 

318.502Ton dengan Nilai Produksi sebesar Rp. 4,6 Triliyun. Sedangkan 

potensi Udang yang dimiliki Kota Semarang dapat diketahui dari Volume 

Produksi Udang Tahun 2021 yang jumlahnya sebesar 382.2 Ton dengan Nilai 

Produksi sebesar Rp. 5,4 Triliyun.  
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Tambak Lorok merupakan perkampungan nelayan kecil terbesar di Kota 

Semarang yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela atau masyarakat 

setempat meuyebutnya dengan istilah Jaring Arad. Alat penangkapan ikan 

yang digunakan oleh Nelayan Kecil untuk menangkap udang adalah jenis 

Mini Trawl yang merupakan alat tangkap destruktif dalam menyebabkan 

kerusakan ekosistem dan habitat dan dilarang dioperasikan. Secara nasional 

Jumlah Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dasar Udang atau Pukat Udang 

pada tahun 2022 julahnya sebanyak 5.185 Unit sedangkan jumlah Alat 

Penangkapan Ikan Perikanan Laut di Jawa Tengah sebanyak 72.321 Unit. 

Namun demikian penangkapan udang di laut masih menjadi persoalan 

tersendiri karena alat tangkap yang digunakan adalah Pukat Hela yang 

tergolong alat tangkap destruktif. Sampai dengan saat ini Nelayan di Tambak 

Lorok Kota Semarang masih mengoperasikan Pukat Hela, tercatat 258 jaring 

Pukat Hela yang digunakan oleh Nelayan di Tambak Lorok dalam operasi 

penangkapan ikan.   Pada era 1970-an pukat hela masih disebut sebagai Pukat 

Harimau kala itu menjadi penyebab terjadinya konflik dengan nelayan 

pengguna selain Pukat Harimau sehingga muncul kebijakan Pemerintah 

dengan keluarnya “Keputusan Presiden No. 1939 tahun 1930 tahun 1980 

tentang Penghapusan Trawls di Perairan Sumatera, Jawa dan Bali” namun 

terdapat pengecualian dalam aturan tesebut yaitu melalui Keputusan Dirjen 

Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97, alat tangkap cantrang, arad, otok, dan 

garuk kerang, dikecualikan sebagai jaring trawls, dan diperbolehkan untuk 

nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5 Gross Ton (GT), mesin 

maksimal 15 Paarden Kracht (PK). Selain itu terbitnya Kepres membuat 

nelayan berinovasi terhadap alat tangkap tersebut, Pukat Harimau berevolusi  

menjadi bentuk dan nama yang beragam.” (Hanung, 2018). 

        Pukat Hela secara konstruksinya dan metode operasinya, merusak 

ekosistem laut, tergolong tidak ramah lingkungan (Ernaldi et al., 2017; 

Kurohman et al., 2018b) dan termasuk alat tangkap tidak selektif atau 
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memiliki nilai selektifitas yang sangat rendah (Fitriya et al., 2021; Kurohman 

et al., 2018b; Yang & Herrmann, 2022). Dalam satu kali operasi Pukat Hela 

mampu mengeruk sebanyak 38 spesies ikan berbeda, dimana sebagian besar 

ikan ditangkap pada ukuran kecil (Fitriya et al., 2021). Kondisi tersebut 

dianggap sebagai ancaman bagi ketersediaan stok sumber daya ikan di Laut 

Jawa yang saat ini kondisinya sudah dalam tahap over fishing sehingga 

diperlukan upaya pengelolaan yang serius oleh Pemerintah (Suman et al., 

2017, 2018). Dampak yang paling dirasakan nelayan dari kondisi over fishing 

adalah menurunnya hasil tangkapan nelayan Pukat Hela (Fitriya et al., 2021). 

       Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membuat 

pengaturan penggunaan alat tangkap. Pada tahun 1980 Presiden melalui 

Kepres melarang pengoperasian Pukat Harimau, saat itu Arad masih bernama 

Pukat Harimau. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan, namun 

nelayan tak hilang akal, setelah Pukat Harimau dilarang, nelayan melalui 

keahliannya kembali merancang alat tangkap yang serupa dengan Pukat 

Harimau, lahirlah alat tangkap Cantrang. Pada saat yang sama nelayan yang 

masih menggunakan Pukat Harimau mengganti nama alat tangkap tersebut 

dengan Pukat Hela. Pemerintah terus melakukan kajian dan menyatakan 

bahwa Cantrang tergolong alat tangkap tidak selektif, merusak ekosistem laut 

dan tidak ramah lingkungan. Pemerintah kemudian membuat kebijakan 

pelarangan Cantrang dan Pukat Hela. Digulirkannya kebijakan regulasi 

pelarangan alat penangkap ikan pukat hela (Pukat Hela) oleh Pemerintah 

seketika menuai aksi protes dan penolakan oleh masyarakat nelayan di 

sejumlah daerah (Adhitama et al., 2017; Atmajaya et al., 2021; Ernaldi et al., 

2017; Ernawati & Zuliyati, 2015; Hakim, Wiyono, et al., 2021; Hasbullah, 

2019a; Kasim et al., 2021; Kholika & Faujurab, 2020; Koharudin et al., 2021; 

Kurohman et al., 2018b; Mantasia, 2017; Nababan, S.Pi, M.Si et al., 2020a; 

Noviyanti, 2017; Panggabean et al., 2016; Rahmatullah, 2019b; Samara et al., 

2019a; Sari et al., 2016; Septiani, 2016; Zamzami, 2019). Tidak terkecuali 

masyarakat nelayan Pukat Hela di Tambak Lorok Semarang.  



 

6 

 

 

 Landasan yang dipergunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dalam menetapkan kebijakan pelarangan alat penangkapan ikan Pukat Hela 

menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan” 

(Pemerintah RI, 2009).  Kemudian “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja” (Pemerintah RI, 2020). Selanjutnya adalah “Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021”  (Peraturan Pemerintah RI, 2021). 

kemudian turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 (Peraturan 

Pemerintah RI, 2008a) yang kemudian dicabut dan diperbarui dengan 

“Ketetapan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2010 (Peraturan 

Menteri KP RI, 2010).” Kepmen kemudian dicabut dan diperbarui dengan 

“Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011” 

(Peraturan Menteri KP RI, 2011a). Permen ini juga kemudian dicabut dan 

diganti dengan Peraturan Memteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

2/PERMEN-KP/2015 (Peraturan Menteri KP RI, 2015). Namun Permen KP 

2/PERMEN-KP/2015 kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 (Peraturan 

Menteri KP RI, 2016). Permen KP 71/PERMEN-KP/2016 ini selanjutnya 

dicabut dan digunakan peraturan yang baru yaitu “Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020” (Peraturan Menteri 

KP RI, 2020). Tapi kemudian peraturan ini juga mengalami perubahan dan 

digantikan dengan “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan 

dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan 

Darat” (Peraturan Menteri KP RI, 2023). Permen KP 38/PERMEN-KP/2023 

merupakan produk Peraturan Menteri terbatu dan digunakan sebagai landasan 
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kebijkan implementasi pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat 

hela.  

       Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan Kota Semarang dalam 

pelaksanaan kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat 

hela berpedoman pada “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021” 

(Peraturan Menteri KP RI, 2021) yang telah diperbarui dengan “Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 

tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan 

Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Negara Republik Indonesia di Perairan Darat” (Peraturan Menteri KP RI, 

2023). Substansi pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela 

terdapat pada Pasal 8 yang terdiri atas 3 ayat menyebutkan “definisi Alat 

penangkapan ikan yang dilarang adalah yang mengganggu dan merusak 

keberlanjutan sumber daya  ikan sehingga dapat mengancam kepunahan biota 

dan/atau mengakibatkan kehancuran habitat” (Peraturan Menteri KP RI, 

2023). Adapun jenis alat penangkapan ikan yang dilarang dalam Peraturan 

Menteri KP (2023) ini meliputi “a) Jaring tarik yang terdiri atas dogol, purse 

seine, cantrang dan lampara dasar; b) Jaring Hela yang terdiri atas: pukat hela 

dasar berpalang, pukat hela dasar udang; pukat hela kembar berpapan; pukat 

hela dasar dua kapal; pukat hela pertengahan dua kapal; pukat ikan; pukat 

harimau; c) Perangkap berupa perangkap ikan peloncat; d) Alat penangkap 

ikan lainnya berupa Muro ami” 

  Upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

adalah penggantian alat penangkap ikan lain yang tidak merusak (Apriliani et 

al., 2022a; Ismail, 2021; Putri et al., 2021), diantaranya berupa pancing, rawai 

dan gillnet yang diberikan kepada Nelayan di Ternate dan Tidore yaitu 

sebanyak 260 paket (KKP Web DJPT, 2022), bantuan modal usaha (Santia, 

2021) serta sosialisasi dan pengawasan diantaranya di Kota Tegal dan Kota 
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Pati (Suwarsono, 2022) namun sebagaian besar masyarakat nelayan menolak 

menggunakan alat penangkap ikan ramah lingkungan tersebut, nelayan Pukat 

Hela tetap enggan meninggalkan Pukat Hela (Hakim, Wiyono, et al., 2021). 

 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi 

kebijakan larangan alat tangkap, tindakan intervensi apa saja yang sudah 

diupayakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kota 

Semarang kepada nelayan sehingga implementasi kebijakan pelarangan 

penggunaan alat tangkap Pukat Hela tidak optimal sangat menarik untuk 

dikaji. Studi terdahulu terfokus pada penjelasan mengenai Dampak secara 

Ekonomi, Sosial dan Finansial terhadap nelayan pengguna; Kepatuhan 

Hukum dan Partisipasi Nelayan pengguna; Evaluasi Pelaksanaan kebijakan 

peraturan; Implementasi Kebijakan pelarangan; dari sisi Perspektif Hukum, 

Analisa Ekonomi yaitu kerugian yang timbul akibat adanya kebijakan; 

Strategi Adaptasi oleh nelayan pengguna; Pengawasan oleh Pemerintah Pusat 

dan Daerah; Potensi Kerugian dan Kesulitan yang dihadapi nelayan terhadap 

kebijakan tersebut; Analisis Penerapan kebijakan; Dampak Implementasi 

kebijakan; Penegakan Hukum atas pengakan disiplin bagi nelayan yang 

melanggar aturan kebijakan tersebut; Analisis Konteks Kebijakan larangan 

penggunakan alat tangkap dimaksud.  

Adapun bagaimana proses implementasi kebijakan pelarangan penggunaan 

Pukat Hela tersebut berjalan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam proses implementasi kebijakan dan strategi apa yang dapat dilakukan 

untuk mengoptimalkan proses implementasi kebijakan tersebut di Kampung 

Tambak Lorok belum ditemukan. 
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Gambar 1. 1  Ilustrasi Pukat Hela ketika dioperasikan di laut. 

Penelitian ini akan mengkaji study gap tentang implementasi Kebijakan 

Pelarangan Pukat Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok dengan cara 

menganalisis faktor-faktor penyebab. Penelitian ini penting untuk dikaji atas 

dasar bahwa dengan diketahuai apa saja faktor yang mempengatuhi 

berjalannya implementasi kebijakan Pelarangan pukat hela dan strategi dalam 

mengatasi hambatan implementasi kebijakan akan memudahkan Dinas 

Perikanan Kota Semarang dalam merancang dan mencapai keberhasilan 

program implementasi kebijakan dengan konteks masyarakat nelayan di 

Tambak Lorok. 

 

 Identifikasi Masalah B.

Identifikasi masalah berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas 

adalah:  

1. Sudah sejak lama pukat hela digunakan oleh masyarakat nelayan di 

Tambak Lorok 

2. Menurunnya potensi sumber daya ikan di Tambak Lorok dan Pukat hela 

dianggap sebagai penyebab utama menurunnya potensi sumber daya ikan 

di Tambak Lorok 
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3. Pukat Hela bersifat tidak selektif yang membuat rusak ekosistem dan biota 

laut 

4. Pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan alat 

peanngkapan ikan pukat hela melalui Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2023 

5. Pukat Hela resmi menjadi alat tangkap yang dilarang dioperasikan 

6. Nelayan melakukan pelanggaran terhadap kebijakan pelarangan 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dengan membuat modifikasi 

alat tangkap dan mengganti nama Pukat Hela dengan nama yang baru 

7. Nelayan secara sadar melakukan pelanggaran terhadap kebijakan 

pelarangan dengan masih menggunakan alat tangkap pukat hela untuk 

operasi penangkapan di laut. 

 

 Rumusan Masalah C.

 

Rumusan masalah berdasarkan uraian identifikasi masalah adalah: 

1. Mengapa implementasi kebijakan dilaranganya Pukat Hela di Kampung 

Nelayan Tambak Lorok Kota Semarang belum optimal? 

2. Bagaimana strategi untuk mengatasi kendala dalam implementasi 

kebijakan dilaranganya Pukat Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok 

Kota Semarang? 

 

 Tujuan Penelitian D.

Dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses 

implementasi kebijakan dilaranganya Pukat Hela di Kampung Nelayan 

Tambak Lorok Kota Semarang 

2. memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam proses 

implementasi kebijakan dilaranganya Pukat Hela di Kampung Nelayan 

Tambak Lorok Kota Semarang 
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 Manfaat  E.

        Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Kementerian Kelautan 

dan Perikanan; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dalam merancang dan mencapai 

keberhasilan implementasi kebijakan larangan alat tangkap ikan Pukat Hela di 

Tambak Lorok Kota Semarang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Simpulan A.

Simpulan yang diambil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan 

menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Richard E. Mathland 

dalam menganalisis faktor-faktor pada Implementasi Kebijakan Pelarangan Pukat 

Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok pada 5 (lima) Faktor dan 14 (empat 

belas) Sub Faktor maka ditemukan bahwa implementasi kebijakan belum 

sepenuhnya berjalan optimal pada 3 faktor sebagai berikut: 

 

 Substansi Kebijakan  1.

Pada Faktor Substansi Kebiajakan terdapat 2 Sub Faktor yang belum berjalan 

optimal yaitu Konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan. 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang 

Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di 

Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia di Perairan Darat” (Peraturan Menteri KP RI, 2023) 

sebagai landasan kebijakan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan 

permasalahan penggunaan alat tangkap yang dilarang. Kegiatan yang sudah 

dilakukan berupa sosialisasi namun belum semua daerah di WPP yang 

terdampak kebijakan tersebut mendapatkan sosialissi.  

 

 Partisipasi Kelompok Sasaran 2.

Pada faktor Partisipasi Kelompok Sasaran ditemukan 2 Sub Faktor yang 

belum optimal yaitu Sub Faktor Tingkat penerimaan terhadap manfaat 

kebijakan dan Sub Faktor Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang 

ada. Keterbatasan ekonomi dan pendidikan menjadi penyebab penolakan 

yang dilakukan oleh Kelomok Nelayan Kecil.  
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 Sumber Daya 3.

Pada Faktor Sumber Daya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal yaitu 

pada Sub Faktor Kecukupan dana dan Ketersediaan Pelaksana dengan temuan 

sebagai berikut: keterbatasan anggaran dan jumlah personil yang dimiliki oleh 

Dinas Perikanan Kota menjadi kendala dalam implementasi kebijakan di 

tingkat kota.  

 

Sedangkan pada 2 faktor lainnya sudah berjalan dengan baik pada faktor : 

 

 Perilaku Tugas Pelaksana 4.

Pada Faktor Perilaku Tugas Pelaksana sudah berjalan dengan baik sehingga 

belum memerlukan rekomendasi berupa strategi-strategi dalam mengatasi 

hamabatan implementasi kebijakannya. 

 

 Interaksi Jejaring Kerja 5.

Pada Faktor Interaksi Jejaring Kerja sudah berjalan dengan baik sehingga 

belum memerlukan rekomendasi berupa strategi-strategi dalam mengatasi 

hamabatan implementasi kebijakannya. 

 

 Saran B.

Berdasarkan faktor penghambat yang ditemukan dalam proses implementasi 

kebijakan maka strategi implementasi yang dapat dilakukan untuk 

mengoptimalkan implementasi kebijakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

 Substansi Kebijakan 1.

Strategi yang ditawarkan berupa: 

a) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan Penyuluh dan 

Pemangku Wilayah setempat melakukan Edukasi /penyadartahuan/sosialisasi 

dan pendampingan pada Nelayan Kecil melalui Forum KUB Nelayan Kota 

hingga masyarakat memahami betul maksud, tujuan dan manfaat 
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dikeluarkannya kebijakan sehingga dapat menerima dan berkontribusi positif 

terhadap kebijakan;  

b) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui APBD dan 

kemitraan dengan Lembaga Sekolah memberikan bantuan bahan-bahan 

pokok dan beasiswa sekolah untuk keluarga nelayan yang terdampak adanya 

kebijakan larangan ini;  

c) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kolaborasi dengan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Kapal Perikanan dan 

Alat Penangkapan Ikan KKP dan Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang 

mengadakan lomba/kompetisi di tingkat nelayan untuk membuat modifikasi 

alat tangkap yang ramah lingkungan, pemenang  berhak mendapat hadiah 

langsung dari Presiden dan diundang ke Istana Negara 

d) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kolaborasi dengan Polairud dan 

Pemangku Wilayah dan Kelompok Masyarakat Nelayan melakukan 

pengawasan dilaut dengan penguatan jejaring kolaborasi antara Pemerintah 

Daerah, Kota, Pemangku Wilayah dan masyarakat nelayan;  

e) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan BUMD dan 

Swasta menjadikan program pemberian bantuan alat tangkap untuk nelayan 

sebagai program, prioritas utama dalam mengatasi permasalahan penggunaan 

alat tangkap dilarang;  

f) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Jawa Tengah dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat 

Penangkapan Ikan KKP dan Lembaga Perbankan memberikan bantuan uang 

tunai yang dapat digunakan oleh nelayan untuk membeli kebutuhan 

modifikasi alat tangkap sesuai dengan ketentuan dalam PerMen KP 

 

 Partisipasi Kelompok Sasaran 2.

a) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan BUMD dan 

Swasta menjadikan program pemberian bantuan alat tangkap untuk nelayan 
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sebagai program, prioritas utama dalam mengatasi permasalahan penggunaan 

alat tangkap dilarang;  

b) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui APBD dan 

kemitraan dengan Lembaga Sekolah memberikan bantuan bahan-bahan 

pokok dan beasiswa sekolah untuk keluarga nelayan yang terdampak adanya 

kebijakan larangan ini;   

c) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Jawa Tengah dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat 

Penangkapan Ikan KKP dan Lembaga Perbankan memberikan bantuan uang 

tunai yang dapat digunakan oleh nelayan untuk membeli kebutuhan 

modifikasi alat tangkap sesuai dengan ketentuan dalam PerMen KP;  

d) Segera melaksanakan sosialisasi atas Permen KP Nomor 36/PERMEN-

KP/2023 untuk Nelayan di Tambak Lorok oleh Dinas Perikanan Kota 

Semarang dengan membuat rencana kebutuhan anggarannya dan 

berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 

dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP untuk 

mendapat dukungan penganggaran dan bantuan peralatan 

 

 Sumber Daya 3.

a) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kolaborasi dengan DPRD Kota 

Semarang Komisi C dan melibatkan peran Swasta menjadikan kegiatan 

sosialisasi dan pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan untuk 

Nelayan Kecil sebagai kegiatan unggulan dan prioritas;  

b) Dinas Perikanan Kota Semarang melakukan rekrutmen pegawai yang 

berkompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas pekerjaan pada Bidang 

Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Semarang;  

c) Dinas Perikanan Kota Semarang mengalokasikan anggaran dan kemitraan 

dengan Lembaga Diklat dalam Peningkatan kompetensi personil pada Dinas 

Perikanan Kota melalui pelatihan offline dan online; giat mengumpulkan 
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informasi sebanyak-banyaknya yang tersedia di media sosial terkait kebijakan 

yang sedang dijalankan baik itu berupa artikel jurnal, berita,  foto dan video;  

d) Dinas Perikanan Kota Semarang membangun komunikasi dan sinergi yang 

lebih intens dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 

dalam hal sharing knowledge tentang kebijakan yang sedang dijalankan untuk 

mendapatkan informasi terbaru dan isyu terkini 

 

 Perilaku Tugas Pelaksana 4.

Pada Faktor Perilaku Tugas Pelaksana sudah berjalan dengan baik sehingga 

tidak diperlukan strategi dalam tahapan proses implementasi kebijakannya. 

 

 Interaksi Jejaring Kerja 5.

Pada Faktor Interaksi Jejaring Kerja sudah berjalan dengan baik sehingga 

tidak diperlukan strategi dalam tahapan proses implementasi kebijakannya.  
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